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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan 

daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-

tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk 

interaksinya dengan daerah lain (Adam, 2013). Diberlakukannya otonomi daerah pada 

1 Januari 2001 merupakan implementasi dari pembangunan ekonomi daerah. Setiap 

daerah yang termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan hak dan 

wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. 

 Mengacu pada sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia 

merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan 

yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang 

tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah 

menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan 

dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan 

menjadi Pendapatan Asli Daerah (Siahaan, 2010). 

 Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi 

Jawa Barat. Kota Bandung terletak antara 107°36’ Bujur Timur dan 6°55’ Lintang 

Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, dan 

perekonomian. Secara topografi, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 Meter 

diatas permukaan laut, titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 meter dan 

terendah di sebelah selatan 675 meter diatas permukaan laut. Keadaan geologis dan 

tanah di Kota Bandung adalah hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. 

 Melihat kenyataan yang ada, secara global dapat diketahui bahwa pemerintah 

mendukung pembangunan hotel Kota Bandung dengan memberikan ijin untuk 

pendirian hotel di setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa ada suatu keinginan dari 
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pemerintah daerah Kota Bandung untuk dapat memaksimalkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah melalui pembangunan Hotel di Kota Bandung 

 Perkembangan wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara untuk datang 

berkunjung ke Kota Bandung dan melihat kenyataan yang ada selama delapan tahun, 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 mengenai adanya perkembangan 

signifikan dalam hal pembangunan hotel, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi pendapatan pajak hotel kota Bandung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian: 

a. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel 

di Kota Bandung? 

b. Apakah terdapat pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di 

Kota Bandung? 

c. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap 

penerimaan pajak hotel di Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan dari penelitian: 

a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak 

hotel 

b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel 

c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap 

penerimaan pajak hotel. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Hal ini diungkapkan oleh 

Djajadiningrat (Resmi, 2013:86). 

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau 

kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan 

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan 

suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu 

daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 

peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum 

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di 

daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

 Dampak dari otonomi daerah adalah tuntutan kemandirian dari setiap daerah 

untuk dapat mengembangkan daerahnya dan mencari sumber penerimaan yang dapat 

digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang ada di daerah. Salah satu sektor 

yang dapat menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. 

Kota Bandung memaksimalkan penerimaan melalui pajak daerah, secara khusus 

peneliti melihat pajak hotel sebagai bagian yang tidak terpisahkan karena Bandung 

sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun 

mancanegara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis ada atau tidaknya 

pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel Kota 

Bandung, sehingga menurut teori yang ada jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatory dengan metode kausalitas. Jenis penelitian eksplanatory  merupakan 

metode penelitian yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada (Sugiyono, 2013). 

 

3.2 Teknik Analisis Data  

Metode yang digunakan adalah kausal digunakan untuk melihat pengaruh antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain dalam suatu objek penelitian. Menurut 

Sugiyono (2013), penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis adanya hubungan sebab-akibat antara variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode non probabilitas, dengan teknik 

purposive sampling yang mengacu pada pengambilan dengan kriteria tertentu 

(judgement). Penulis menjadikan jumlah wisatawan Kota Bandung, jumlah hotel Kota 

Bandung, dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bandung sebagai populasi. 

Kemudian penulis memberikan batasan periode pengambilan data selama delapan 

tahun, sejak tahun 2005 sampai dengan 2012, itulah yang penulis jadikan sebagai 

sampel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  Analisis regresi berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

meramalkan begaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya (Sugiyono: 

2013). 

Pada penelitian ini, analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui 

adanya pengaruh antara  jumlah wisatawan (X1) dan jumlah hotel (X2) terhadap 

penerimaan pajak hotel (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai 

variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain. Sebelum 

dilakukan analisis regresi linier berganda, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik dengan tujuan untuk menghasilkan estimator yang BLUE (Best, Linear, 

Unbiased Estimator). 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh nilai Sig. uji 

normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnovs sebesar 0,995. 

Dikarenakan nilai p-value tersebut lebih besar dari alpha (0,995 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa residual  data berdistribusi normal. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model yang baik seharusnya tidak 
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terjadi korelasi di antara variabel bebas. Hasil menunjukkan bahwa nilai VIF masing-

masing variabel bebas dibawah 10, yakni Jumlah Wisatawan (X1) = 5,827 dan Jumlah 

Hotel (X2) = 5,827. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model. 

Secara harafiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi 

satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi 

metode kuadrat terkecil (OLS), autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual 

dengan residual yang lain. Sedangkan satu asumsi penting metode OLS berkaitan 

dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual 

yang lain. Dari hasil pengolahan diperoleh nilai d sebesar 2,215. Nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Untuk α = 0.05, k = 2 

dan n = 8, diperoleh dL=0,599 dan dU = 1,777. Karena d terletak di antara dU (1,777) 

dan 4-dU (2,076), maka disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang “Pengaruh Jumlah Wisatawan, 

Jumlah Hotel, terhadap Penerimaan Pajak Hotel”, maka penulis dalam bab ini akan 

menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis 

kemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan 

adalah: 

1. Jumlah wisatawan  dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 mengalami fluktuasi. 

Jumlah wisatawan  paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 4.070.072, dan 

paling rendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.323.441. Tidak diketahui secara pasti 

penyebab dari adanya hal tersebut. 

2. Jumlah hotel dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami 

peningkatan. Jumlah Hotel paling banyak pada tahun 2012 yaitu sebesar 340 dan 

paling rendah pada tahun 2005 yaitu sebesar 225. Hal ini membuktikan setiap 

tahunnya ada penambahan jumlah hotel di Kota Bandung. Pemerintah menyadari 

bahwa Kota Bandung yang dengan segala keindahan alam dan fasilitasnya 

mengundang banyak wisatawan untuk datang dan berkunjung, sehingga pemerintah 

sangat mendukung pembangunan hotel di Kota Bandung. 

3. Penerimaan pajak hotel dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya. Perbandingan sangat drastis dibuktikan dengan 

jumlah penerimaan pajak hotel tahun 2005 sebesar Rp39.204.993.647 dan pada 
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tahun 2012 sebesar Rp142.064.949.622. Hal ini membuktikan bahwa pajak hotel 

menjadi salah satu bagian dari pajak daerah yang peningkatannya cukup pesat dan 

dapat menjadi komponen yang pendukung dari peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

4. Secara parsial, jumlah wisatawan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap 

penerimaan pajak hotel dengan persentase pengaruh sebesar 1,91%. Hal ini 

dimungkinkan karena wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kota Bandung 

lebih memilih untuk tidak menginap atau kalaupun menginap, para wisatawan lebih 

memilih untuk menginap di rumah kerabat/sahabat mereka yang berada di wilayah 

Bandung dan sekitarnya dibandingkan menginap di hotel. 

Secara parsial, jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

hotel dengan persentase pengaruh sebesar 97,9%; 

Secara simultan, jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak hotel dengan total persentase pengaruh sebesar 99,8%, 

sedangkan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di 

dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

   Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaku bisnis di bidang perhotelan 

Pelaku bisnis di bidang perhotelan disarankan agar dapat memberikan pelayanan 

yang prima kepada pengunjung hotel, memberikan fasilitas maksimal yang dapat 
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diberikan kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dan tidak ragu untuk 

datang kembali. Dengan demikian, maka pelaku bisnis di bidang perhotelan juga 

dapat berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

pajak hotel yang diberikan kepada pemerintah. 

2. Pemerintah 

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kota Bandung adalah agar 

pemerintah dapat mendorong penambahan jumlah hotel di Kota Bandung, salah satu 

caranya yaitu dengan memberikan kemudahan perijinan pendirian hotel. Karena 

dengan adanya penambahan jumlah hotel maka akan mengakibatkan peningkatan 

pajak hotel, dan tentunya hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Lampiran 
 

Laporan Penggunaan Biaya 
 

1. Pembelian bahan habis pakai      

 
Material 

 

Justifikasi 

Pembelian 

 
Kuantitas 

 

Harga Satuan 
(Rp) 

 

Harga Peralatan 
Penunjang (Rp) 

Material 1 Kertas HVS 80 gr 2 rim 50.000,- 100.000,- 

Material 2 Alat tulis 1 paket 100.000,- 100.000,- 

Material 3 Tinta print warna 1 paket 300.000,- 300.000,- 

Material 4 Spidol besar warna 1 paket 35.000,- 35.000,- 

Material 5 Penjepit kertas besar 2 unit 40.000,- 80.000,- 

Material 6 Staples sedang 1 unit 15.000,- 15.000,- 

Material 7 Penjepit Kertas 2 unit 25.000,- 50.000,- 

Material 8 Internet 10 paket 50.000,- 500.000,- 

Material 9 Pembuatan Laporan 5 buah 50.000,- 250.000,- 

Subtotal 1 (Rp) 1.430.000,- 

2. Perjalanan 
 

 
Perjalanan 

 
Justifikasi Perjalanan 

 
Kuantitas 

 

Harga Satuan 
(Rp) 

Biaya 
Perjalanan per 

Tahun (Rp) 

Perjalanan Biaya transportasi selama 
kegiatan 

1 orang 
(6 bulan) 

1 bulan 
@200.000,- 

1.200.000,- 

Subtotal 2 (Rp) 1.200.000,- 

3. Lain-lain 
 

 
Lain-lain 

 
Justifikasi Lain-lain 

 
Kuantitas 

 

Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya 

Perjalanan per 

Tahun (Rp) 

Lain-lain Laporan 5 buah 74.000,- 370.000,- 

Subtotal 3 (Rp) 370.000,- 

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp) 3.000.000,- 
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PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, 

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL 
 

Eko Purwanto 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 

email: ekopurwanto@unibi.ac.id 

 

Kebijakan Pemerintah menerapkan otonomi daerah mulai 1 Januari 2001 sebagai salah 

satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi regional menyebabkan tuntutan 

kemandirian masing-masing daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan yang ada di daerah. 

Maka dari itu, daerah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berusaha dengan maksimal menggali potensi yang ada di daerahnya demi tercapainya tujuan 

tersebut. Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata di Indonesia berusaha 

memaksimalkan PAD melalui peningkatan pajak daerah, secara khusus dalam penelitian ini 

penulis mengamati mengenai pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung 

selama delapan tahun, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Dengan menggunakan data 

sekunder dan analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa jumlah wisatawan berpengaruh 

namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dengan persentase sebesar 1,91%, 

jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dengan persentase 97,9%, 

dan secara simultan keduanya berpengaruh dan memiliki hubungan yang kuat terhadap 

penerimaan pajak hotel Kota Bandung dengan persentase 99,8%. 

 

Kata kunci: Jumlah wisatawan, jumlah hotel, penerimaan pajak hotel 

 

 

Government policy to implementation of regional autonomy starting from January, 1, 2001 as 

one way to improve regional economic development to impact the independent regional to 

increase of local revenue. The local revenue can be fullfilment all of the requirement in the 

region. Therefore, region in the unitary state of Indonesia make a try to fill up the goal. 

Bandung city, one of region to destination tourist in Indonesia make a try to increase the local 

revenue, one of the ways through tax local revenue, in particular hotel tax revenue. The purpose 

of this study to awake influence the number of tourists, the number of hotels to hotel tax revenue 

in Bandung City for the eight years, from 2005 to 2012. The study use secondary data, and 

multiple regression analysis. The results is the number of tourist influence but not significant 

effect to hotel tax revenue the percentage is 1,91%, number of hotels influence and give a 

significant effect to hotel tax revenue the percentage is 97,9%, and in simultaneously both of 

them give a effect and give a strong connection to hotel tax revenue in the Bandung City the 

percentage is 99,8%. 

 

Keywords: Number of tourists, number of hotels, hotel tax revenue 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pembangunan nasional adalah 

kegiatan yang berlangsung terus menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materiil maupun spritual (Waluyo dan Ilyas, 

2002). Salah satu cara untuk mewujudkan 

pembangunan nasional adalah melalui 

pembangunan ekonomi daerah. 

 Setiap daerah mempunyai corak 

pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan 

daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan 

pembangunan ekonomi suatu daerah 

pertama-tama perlu mengenali karakter 

ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, 

termasuk interaksinya dengan daerah lain 

(Adam, 2013). 

Diberlakukannya otonomi daerah pada 

1 Januari 2001 merupakan implementasi dari 

pembangunan ekonomi daerah. Setiap 

daerah yang termasuk wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia diberikan hak 

dan wewenang untuk mengatur dan 

mengelola daerahnya sendiri. 

Dengan adanya otonomi, akan lebih 

banyak eksperimen dan inovasi dalam 

bidang administrasi dan ekonomi yang dapat 

dilakukan. Keberhasilan dan kegagalan 

inovasi yang dilakukan di daerah tertentu 

akan mengakibatkan keinginan daerah lain 

mencoba agar mendapatkan keberhasilan di 

daerahnya masing-masing. Birokrasi yang 

sukar dan administrasi yang tidak efisien 

serta masalah pembiayaan dalam 

pembangunan daerah menjadi fokus utama. 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan senantiasa memerlukan 

sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu 

untuk dapat berkreasi mencari sumber 

penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah. Dari 

berbagai alternatif sumber penerimaan yang 

mungkin dipungut oleh daerah, Undang-

Undang tentang pemerintahan daerah 

menetapkan pajak dan retribusi daerah 

menjadi salah satu sumber penerimaan yang 

berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi 

masing-masing daerah. 

 Mengacu pada sejarah pemerintahan 

daerah di Indonesia, sejak Indonesia 

merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi 

daerah telah menjadi sumber penerimaan 

yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak 

tahun 1948 berbagai Undang-Undang 

tentang pemerintahan daerah dan 

perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah telah menempatkan pajak dan 

retribusi daerah sebagai sumber penerimaan 

daerah, bahkan dalam Undang-Undang 

nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi 

daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli 

Daerah (Siahaan, 2010). 
Pajak merupakan sumber penerimaan 

pemerintah paling aman sehingga pajak 
dapat menjadi sarana penting bagi 
berjalannya demokratisasi. Bila penguatan 
demokrasi lebih bersifat substantif, 
keterkaitan demokrasi dengan kebijakan 
perpajakan bisa ditelusuri, ditemukan, dan 
dipahami. Maka dari itu, penciptaan relasi 
antar aktor demokrasi negara akan berhasil 
diciptakan. Sharing of authority (pembagian 
wewenang/kekuasaan) antara negara dengan 
warganya dan sharing of power (pembagian 
kekuasaan) antara pusat dan daerah terlihat 
dalam kebijakan perpajakan. Kebijakan 
perpajakan merupakan resultante (hasil) dan 
muara dari dua ranah penting dalam proses 
demokrasi, yaitu hubungan negara-
masyarakat dan pusat-daerah, yang dapat 
ditunjukkan pada gambar 1. 

 

Gambar 1 

 Pajak sebagai muara hubungan negara- 

rakyat dan hubungan pusat-daerah 

 Sumber: Irianto (2009) 

PUSAT 

RAKYAT 

DAERAH 

NEGARA PAJAK 
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Penggunaan uang pajak mulai dari 

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan 

berbagai proyek pembangunan. 

Pembangunan sarana umum seperti jalan, 

jembatan, sekolah, rumah sakit/Puskesmas, 

kantor polisi dibiayai dengan menggunakan 

uang yang berasal dari pajak. Uang pajak 

juga digunakan untuk pembiayaan dalam 

rangka memberikan rasa aman bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Setiap warga negara 

mulai saat dilahirkan sampai meninggal 

dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan 

dari pemerintah yang semuanya dibiayai 

dengan uang yang berasal dari pajak (Sari, 

2013). 

Penyediaan sarana dan prasarana 

publik yang kita manfaatkan hanya dapat 

tersedia karena peran pemerintah yang 

membutuhkan pengorbanan besar 

mengumpulkan dana untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran 

generasi mendatang sangat bergantung pada 

investasi generasi sekarang ini, yaitu semua 

sarana dan prasarana umum tersebut hanya 

dapat tersedia bila ada pajak. 

 Negara dapat menyediakan sarana 

dan prasarana untuk masyarakatnya hanya 

melalui sumber pembiayaan dari pajak. 

Swasta tidak mungkin bisa melakukan apa 

yang dapat dilakukan oleh negara, karena 

konsep bisnis atau usaha yang dilakukan 

swasta hanya untuk kepentingan kelompok 

sendiri. Untuk itu, pembayaran pajak yang 

kita lakukan adalah untuk meningkatkan 

tingkat kehidupan generasi mendatang. 

Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa 

sangat ditentukan oleh kesadaran memahami 

dan membayar pajak dengan benar. 

 Kota Bandung terletak di wilayah 

Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi 

Jawa Barat. Kota Bandung terletak antara 

107°36’ Bujur Timur dan 6°55’ Lintang 

Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup 

strategis, dilihat dari segi komunikasi, dan 

perekonomian. 

 Secara topografi, Kota Bandung 

terletak pada ketinggian 791 Meter diatas 

permukaan laut, titik tertinggi di daerah 

utara dengan ketinggian 1.050 meter dan 

terendah di sebelah selatan 675 meter diatas 

permukaan laut. Keadaan geologis dan tanah 

di Kota Bandung adalah hasil dari letusan 

Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material 

di bagian utara umumnya merupakan jenis 

andosol, di bagian selatan serta di bagian 

timur terdiri atas sebaran jenis alluvial 

kelabu dengan bahan endapan liat. Suhu 

Kota Bandung tertinggi tercatat mencapai 

30,4°C, dan terendah yaitu 18,2°C (Bandung 

dalam angka 2013, 2013). 

Keindahan alam Kota Bandung dan 

sekitarnya menjadi potensi tersendiri bagi 

para wisatawan untuk berkunjung ke Kota 

Kembang ini. Berbagai macam objek wisata 

seperti kebun binatang, macam-macam 

taman dengan tema tertentu seperti taman 

fotografi, taman bunga, taman Pasupati, 

Museum Geologi, Museum Konferensi Asia 

Afrika, Saung angklung Ujo dan wisata alam 

seperti Tangkuban Perahu, pemandian air 

panas Ciater, dan berbagai objek wisata 

alam lain di sekitar Kota Bandung menjadi 

daya tarik bagi para wisatawan. Selain itu, 

Bandung juga dikenal sebagai tujuan belanja 

bagi para wisatawan, diantaranya adalah 

berbagai mall di Kota Bandung dan adanya 

sarana hiburan “Trans Studio Bandung” 

semakin menambah keinginan para 

wistawan datang dan menikmati segala 

fasilitas yang ada di Kota Bandung. 

Sebagai konsekuensi dari adanya para 

wisatawan adalah berkembangnya sektor-

sektor lain sebagai pendukung, diantaranya 

adalah dibidang kuliner dan akomodasi 

(hotel). Perkembangan pesat terjadi, secara 

khusus dalam pembangunan hotel. Banyak 

hotel dibangun sebagai sarana bagi para 

wisatawan untuk dapat menikmati 

keindahan alam kota Bandung dan 

sekitarnya. Adanya perkembangan dalam 

pembangunan hotel di Kota Bandung 

sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi.  
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Tabel I 

Peningkatan Jumlah Hotel Kota Bandung 

Tahun 2005-2012 

 

Sumber  : Badan Pusat Statistik Jawa 

Barat, diolah 

Keterangan  : Data Jumlah Hotel tidak 

termasuk losmen / rumah 

penginapan / pesanggrahan. 

 

Berdasarkan Tabel II, dapat 

disimpulkan bahwa setiap tahun ada 

penambahan jumlah hotel di Kota Bandung. 

Penambahan yang paling signifikan terjadi 

pada tahun 2012. Sebelumnya, tahun 2011 

tercatat hotel di Kota Bandung sejumlah 303 

buah. Pada tahun 2012 menjadi 340 buah, 

mengalami penambahan sebanyak 37 buah 

atau sebesar 12% dari tahun 2011. 

 Melihat kenyataan yang ada, secara 

global dapat diketahui bahwa pemerintah 

mendukung pembangunan hotel Kota 

Bandung dengan memberikan ijin untuk 

pendirian hotel di setiap tahunnya. Hal ini 

menjelaskan bahwa ada suatu keinginan dari 

pemerintah daerah Kota Bandung untuk 

dapat memaksimalkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah melalui 

pembangunan Hotel di Kota Bandung 

 Perkembangan wisatawan, baik 

domestik ataupun mancanegara untuk 

datang berkunjung ke Kota Bandung dan 

melihat kenyataan yang ada selama delapan 

tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan 2012 mengenai adanya 

perkembangan signifikan dalam hal 

pembangunan hotel, yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi pendapatan 

pajak hotel kota Bandung. Kondisi tersebut 

memberikan motivasi kepada penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, 

JUMLAH HOTEL, TERHADAP 

PENERIMAAN PAJAK HOTEL” 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

 

Pajak adalah suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik 

dari negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan umum. Hal ini 

diungkapkan oleh Djajadiningrat (Resmi, 

2013). 

 Menurut Siahaan (2010), Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak hotel 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud 

dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa 

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggarahan, rumah penginapan dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari sepuluh.  

 Pengenaan pajak hotel tidak mutlak 

ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota 

yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk 

mengenakan atau tidak mengenakan suatu 

jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, 

untuk dapat dipungut pada suatu daerah 

kabupaten atau kota, pemerintah daerah 

harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan 

daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini 

akan menjadi landasan hukum operasional 

dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten 

atau kota yang bersangkutan. 

  

 

 

Tahun 
Jumlah 

Hotel 
Peningkatan 

2005 225 - 

2006 232 7 

2007 240 8 

2008 252 12 

2009 262 10 

2010 267 5 

2011 303 36 

2012 340 37 
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Gambar 2 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Jumlah 

Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap 

Penerimaan Pajak Hotel 

 

 
 

 

Hipotesis memegang peranan penting 

sebagai petunjuk penelitian yang akan 

dilakukan. Jenis hipotesis akan menentukan 

jenis alat analisis yang dilakukan. Hipotesis 

adalah penyataan mengenai sesuatu yang 

akan dibuktikan kebenarannya lewat 

penelitian. Menurut Sugiyono (2009) dalam 

Sunjoyo, dkk. (2012) hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. 

Berikut adalah hipotesis yang dapat penulis 

berikan untuk penelitian ini: 

H0 =  Jumlah wisatawan tidak 

berpengaruh  terhadap penerimaan 

pajak hotel 

Ha = Jumlah wisatawan berpengaruh  

terhadap penerimaan pajak hotel 

H0 = Jumlah hotel tidak berpengaruh  

terhadap penerimaan pajak hotel 

Ha = Jumlah hotel berpengaruh rerhadap 

penerimaan pajak hotel 

H0 = Jumlah wisatawan dan jumlah hotel  

tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak hotel 

Ha = Jumlah wisatawan dan jumlah hotel 

berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak hotel 

 

 

3.  METODE PENELITIAN 

  

Objek penelitian merupakan 

permasalahan yang akan diteliti. Objek 

penelitian merupakan hal yang mendasari 

pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu 

data dan keterangan yang berkaitan dengan 

apa yang menjadi tujuan dalam penelitian 

(Suliyanto, 2009). Dalam penelitian ini yang 

menjadi objek penelitiannya adalah jumlah 

wisatawan, jumlah hotel, dan penerimaan 

pajak hotel Kota Bandung selama delapan 

tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2012.  

 Penulis memperoleh data mengenai 

jumlah wisatawan dan jumlah hotel Kota 

Bandung dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di jalan 

P.H.H. Mustopa nomor 43 Kota Bandung. 

Sedangkan data mengenai penerimaan pajak 

hotel Kota Bandung, penulis dapatkan dari 

Dinas Pendapatan Daerah/Dinas Pelayanan 

Pajak Kota Bandung di jalan Wastukencana 

nomor 2 Kota Bandung. 

  Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji dan menganalisis ada atau tidaknya 

pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel 

terhadap penerimaan pajak hotel Kota 

Bandung, sehingga menurut teori yang ada 

jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatory dengan metode kausalitas. 

Jenis penelitian eksplanatory merupakan 

metode penelitian yang mencoba 

menjelaskan fenomena yang ada (Jogiyanto, 

2011). 

 Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode non probabilitas, 

dengan teknik purposive sampling yang 

mengacu pada pengambilan dengan kriteria 

tertentu (judgement). Penulis menjadikan 

jumlah wisatawan Kota Bandung, jumlah 

hotel Kota Bandung, dan realisasi 

penerimaan pajak hotel Kota Bandung 

sebagai populasi. Kemudian penulis 

memberikan batasan periode pengambilan 

data selama delapan tahun, sejak tahun 2005 

sampai dengan 2012, itulah yang penulis 

jadikan sebagai sampel. Pemilihan periode 

pengamatan diambil selama delapan tahun 

terhitung dari tahun 2005 sampai dengan 
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tahun 2012 dikarenakan keinginan penulis 

untuk melihat perkembangan objek yang 

diteliti secara berkesinambungan, melihat 

kenyataan yang ada mengenai keadaan 

objek, dan melihat ketersediaan data terbaru 

yang dapat diperoleh oleh penulis. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisis regresi berganda adalah suatu 

analisis yang digunakan untuk meramalkan 

begaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dinaik 

turunkan nilainya (Sugiyono: 2013). Pada 

penelitian ini, analisis regresi berganda 

dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

pengaruh antara Jumlah Wisatawan (X1) 

dan Jumlah Hotel (X2) terhadap Penerimaan 

Pajak Hotel (Y). Tujuannya untuk 

meramalkan atau memperkirakan nilai 

variabel dependen dalam hubungan sebab-

akibat terhadap nilai variabel lain. Sebelum 

dilakukan analisis regresi linier berganda, 

maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik dengan tujuan untuk menghasilkan 

estimator yang BLUE (Best, Linear, 

Unbiased Estimator). 

 Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak berdistribusi normal. Pengujian 

normalitas pada penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Dengan mengunakan 

bantuan aplikasi program SPSS versi 19.0 

didapat output hasil perhitungan uji 

normalitas berikut: 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Berdasarkan output SPSS di atas 

diperoleh nilai Sig. uji normalitas dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnovs sebesar 0,995. Dikarenakan nilai 

p-value tersebut lebih besar dari alpha 

(0,995 > 0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa residual data berdistribusi normal. 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah pada model ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Model yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel 

bebas. Dengan menggunakan bantuan 

aplikasi program SPSS versi 19.0, didapat 

output nilai VIF untuk masing-masing 

variabel bebas sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Nilai VIF Uji Multikolinieritas 

 
  

 Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai 

VIF masing-masing variabel bebas dibawah 

10, yakni Jumlah Wisatawan (X1) = 5,827 

dan Jumlah Hotel (X2) = 5,827. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model. 

 Secara harafiah autokorelasi berarti 

adanya korelasi antara anggota observasi 

satu dengan observasi lain yang berlainan 

waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi 

metode kuadrat terkecil (OLS), autokorelasi 

merupakan korelasi antara satu residual 

dengan residual yang lain. Sedangkan satu 

asumsi penting metode OLS berkaitan 

dengan residual adalah tidak adanya 

hubungan antara residual satu dengan 

residual yang lain. Dengan menggunakan 

bantuan aplikasi program SPSS versi 19.0, 

diperoleh output hasil perhitungan statistik 

Durbin-Watson sebagai berikut: 
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 Tabel 4 

 Nilai Statistik Durbin-Watson 

 
 Uji Heterokedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang 

homokesdatisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antar nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID.  

 

Gambar 3 

Hasil Heterokedastisitas 

 
 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 

dalam model tidak terdapat 

heterokedastisitas karena pada gambar tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 Sesuai dengan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data 

yang dikumpulkan maka metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi linier berganda adalah suatu teknik 

statistik yang dapat digunakan untuk 

menganalisa hubungan anatara satu variabel 

dependen tunggal dan beberapa variabel 

independen, tujuan pada analisis ini adalah 

untuk menggunakan variabel-variabel 

independen yang nilainya diketahui untuk 

memprediksi nilai dependen tunggal yang 

dipilih oleh peneliti (Silalahi, Ulber: 2009) 

yakni meliputi: Jumlah Wisatawan (X1) dan 

Jumlah Hotel (X2) terhadap Penerimaan 

Pajak Hotel (Y). Dengan menggunakan 

bantuan aplikasi program SPSS, didapat 

output hasil perhitungan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan output di atas didapat nilai 

kontstanta dan koefisien regresi sehingga 

dapat dibentuk persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 0,022 + 0,008 X1 – 0,618 X2  

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai 

berikut: 

a =  0,022 artinya jika Jumlah Wisatawan 

(X1) dan Jumlah Hotel (X2) bernilai 

nol (0), maka Penerimaan Pajak Hotel 

(Y) akan bernilai 0,022 satuan. 
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b1 =  0,008 artinya jika Jumlah Wisatawan 

(X1) meningkat sebesar satu satuan 

dan variabel lainnya konstan, maka 

Penerimaan Pajak Hotel (Y) akan 

meningkat sebesar 0,008 satuan. 

b2 =  –0,618 artinya jika Jumlah Hotel (X2) 

meningkat sebesar satu satuan dan 

variabel lainnya konstan, maka 

Penerimaan Pajak Hotel (Y) akan 

menurun sebesar –0,618 satuan. 

 

Analisis korelasi Pearson Product 

Moment adalah suatu analisis yang 

digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua atau 

lebih variabel bila data variabel berbentuk 

interval atau rasio dan sumber data dari 

masing-masing variabel adalah sama 

(Sugiyono: 2013). 

Dengan menggunakan bantuan aplikasi 

program SPSS didapat output hasil koefisien 

korelasi sebagai berikut: 

 

Tabel 6 

Nilai Koefisien Korelasi Pearson 

Product  

 Moment 

 

 

 

 

 

 

 

Dari analisis diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 

sebesar 0,999. Nilai tersebut kemudian 

diintepretasikan berdasarkan kriteria 

Guilford sebagai berikut: 

 

Tabel 7 

Koefisien Korelasi dan Taksirannya 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 

0,20 - 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien 

korelasi yang disajikan di atas, maka 

koefisien korelasi sebesar 0,999 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat 

kuat antara variabel bebas secara simultan 

dengan variabel terikat. 

Analisis koefisien determinasi adalah 

suatu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui besaran pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari 

koefisien korelasi (Sugiyono: 2013). 

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,999, 

maka koefisien determinasi dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Tabel 8 

Analisis Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

KD  = R2 × 100% 

  = (0,999)2 × 100% 

  = 99,8% 

 

Dengan demikian, maka diperoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 99,8% yang 

menunjukkan arti bahwa Jumlah Wisatawan 

(X1) dan Jumlah Hotel (X2) memberikan 

pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 

99,8% terhadap Penerimaan Pajak Hotel 

(Y). Sedangkan sisanya sebesar 0,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diamati di dalam penelitian ini. 

 

5.  KESIMPULAN 

  

Setelah penulis melakukan 

pembahasan tentang “Pengaruh Jumlah 

Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap 

Penerimaan Pajak Hotel ”, maka penulis 

dalam bab ini akan menarik kesimpulan dan 

memberikan saran berdasarkan atas uraian 

yang telah penulis kemukakan dalam bab 

sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat 

penulis berikan adalah: 
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1. Jumlah wisatawan dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2012 mengalami 

fluktuasi. Jumlah wisatawan paling 

tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 

4.070.072, dan paling rendah pada 

tahun 2006 yaitu sebesar 1.323.441. 

Tidak diketahui secara pasti penyebab 

dari adanya hal tersebut. 

2. Jumlah hotel dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2012 terus mengalami 

peningkatan. Jumlah Hotel paling 

banyak pada tahun 2012 yaitu sebesar 

340 dan paling rendah pada tahun 2005 

yaitu sebesar 225. Hal ini membuktikan 

setiap tahunnya ada penambahan 

jumlah hotel di Kota Bandung. 

Pemerintah menyadari bahwa Kota 

Bandung yang dengan segala keindahan 

alam dan fasilitasnya mengundang 

banyak wisatawan untuk datang dan 

berkunjung, sehingga pemerintah 

sangat mendukung pembangunan hotel 

di Kota Bandung. 

3. Penerimaan pajak hotel dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2012 mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya. 

Perbandingan sangat drastis dibuktikan 

dengan jumlah penerimaan pajak hotel 

tahun 2005 sebesar Rp39.204.993.647 

dan pada tahun 2012 sebesar 

Rp142.064.949.622. Hal ini 

membuktikan bahwa pajak hotel 

menjadi salah satu bagian dari pajak 

daerah yang peningkatannya cukup 

pesat dan dapat menjadi komponen 

yang pendukung dari peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4. Secara parsial, jumlah wisatawan 

berpengaruh namun tidak signifikan 

terhadap penerimaan pajak hotel 

dengan persentase pengaruh sebesar 

1,91%. Hal ini dimungkinkan karena 

wisatawan yang datang dan berkunjung 

ke Kota Bandung lebih memilih untuk 

tidak menginap atau kalaupun 

menginap, para wisatawan lebih 

memilih untuk menginap di rumah 

kerabat/sahabat mereka yang berada di 

wilayah Bandung dan sekitarnya 

dibandingkan menginap di hotel. 

Secara parsial, jumlah hotel berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak 

hotel dengan persentase pengaruh 

sebesar 97,9%; 

Secara simultan, jumlah wisatawan dan 

jumlah hotel berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak hotel 

dengan total persentase pengaruh 

sebesar 99,8%, sedangkan sisanya 

sebesar 0,2% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diamati di dalam 

penelitian ini. 
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